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A. Pengantar 
Bab Pertama ini mengajak mahasiswa untuk dapat menggali kembali dasar-dasar hukum adat sebagai hukum aslinya bangsa Indonesia yang bersifat tidak tertulis serta kedudukannya didalam sistem Hukum Nasional. Tujuan mata ajaran ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia; Keragaman budaya-budaya hukum di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan khazanah hukum bangsa Indonesia; munculnya pemahaman atau saling memahami dan terhindar dari kesalahpahaman interpretasi terhadap hukum nasional
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu memahami adat dan hukum adat
2. Mahasiswa mampu mengetahui adat dan hukum adat wilayahnya sendiri.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep adat dan hukum adat.
2. Mahasiswa mampu mencari hukum adat yang masih berlaku di Indonesia
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi 1 dengan pendekatan contextual Instruction  
2. Untuk materi 1 mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai konsep dasar hukum adat dan contoh nyata di Indonesia selama 60 menit. 

3. Selanjutnya selama 30 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.
E. Materi Belajar 
1. Pengertian Adat
Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat dalah merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa. Tiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri. Justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban, maupun penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Adat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika selalu berkembang, mengikuti perkembangan peradaban bangsanya.

Istilah Pancasila berasal dari bagian Kitab (Surga) ke-53 bait ke dua “Negarakertagama” yaitu kitab yang digubah di masa pemerintahan Hayam Wuruk sebagai syair pujian tentang kemegahan Negara Majapahit oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 yang menyatakan “Yatnanggegwani Pancasila Kertasangskara bhisekakakrama.” (Raja melaksanakan dengan setia kelima pantangan, begitu juga upacara-upacara ibadah dan penobatan)

Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” berasal dari lontar Sutasoma karya Mpu Tantular yang menyatakan “Bhinneka Tunggal Ika, tan hana Dharma mangrwa” (berbeda itu satu dan tidak ada kebenaran (agama) mendua.”

Istilah adat di masyarakat Minangkabau:

1. Adat yang sebenarnya adat.

Adat yang tidak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan. Misalnya: Ikan adatnya berair, Air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai.”

2. Adat istiadat.

Adat yang ditentukan oleh nenek moyang. Aturan kebiasaan ini pada umumnya tidak mudah berubah.

3. Adat nan diadatkan.

Adat sebagai aturan yang ditetapkan atas dasar mufakat para penghulu, tua-tua adat, cedik pandai dalam majelis. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu lain negeri lain pandangannya.

4. Adat nan teradat.

Yang dimaksud adalah kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru meniru di antara anggota masyarakat.

Adat kebiasaan yang diakui dalam perundangan misalnya Pasal 1571 BW:

“Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan memperhatikan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

2. Pengertian Hukum Adat
Prof. Dr. Supomo, SH:

Hukum adat merupakan sinonim dari hukum tidak tertulis dalam peraturan legislatif (unstatutory law), hukum yang timbul karena putusan hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik dikota maupun di desa (customary law).

Dr. Sukanto, SH:

Hukum adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi (akibat hukum).

Mr. JHP. Bellefroid:

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Prof. Mr. C. van Vollenhoven:

Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hidhia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya.

Jasa van Vollenhoven terhadap Hukum Adat:

1. Menghilangkan kesalahpahaman seolah-olah hukum adat itu identik dengan Hukum Islam.

2. Membela hukum adat terhadap usaha-usaha penguasa untuk mendesak atau menghilangkan hukum adat.
3. Membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat yaitu:

	1) Aceh;

2) Gayo, alas, Batak, Nias & Batu;

3) Minangkabau & Mentawai;

4) Sumatera Selatan & Enggano;

5) Daerah Melayu;

6) Bangka dan Belitung;

7) Kalimantan;

8) Minahasa, Sangihe dan Talaud;

9) Gorontalo;

10) Toraja


	11) Sulawesi Selatan;

12) Ternate;

13) Ambon / Maluku;

14) Irian;

15) Timor;

16) Bali dan Lombok;

17) Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura;

18) Daerah Swapraja;

19) Jawa Barat.




Hukum adat pada umumnya belum / tidak tertulis. Hanya adat yang bersanksi yang dapat dianggap hukum adat. Sanksinya berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan.

Hukum adat mempunyai dua unsur:

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.

2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Bidang-bidang hukum adat meliputi:

1. Hukum Negara

2. Hukum Tata Negara

3. Hukum Pidana

4. Hukum Perdata

5. Hukum Antar bangsa Adat.

Dari kesemua hukum di atas, hanya hukum Perdata Adat yang hingga kini masih berlaku.

Hukum Adat nampak dalam tiga wujud, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum yang tidak tertulis (jus non scriptum), merupakan bagian yang terbesar. Dimana tumbuh serta hidupnya hukum adat ada di dalam masyarakat. Hukum adat ini dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pimpinan persekutuan, yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

2. Hukum yang tertulis (jus scriptum), hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja / sultan pada jaman dahulu.

Kitab Civacasana ( Kitab Undang-Undang yang dibuat pada tahun 1000, pada zaman Hindu, atas perintah Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur.

Kitab Adigama ( yang dibuat oleh Kanaka, Patih kerajaan Majapahit, pada tahun 1413 – 1430.

Kitab Hukum Kutaramanava di Pulau Bali pada tahun 1350.

Di Tapanuli:

1. Ruhut Parsaoran di Habatahon (Kehidupan sosial di tanah Batak)

2. Patik Dahot Uhum ni Halak Batak (Undang-undang dan ketentuan-ketentuan Batak)

Di Palembang:

Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-undang tentang tanah di dataran tinggi di daerah Palembang)

Di Bali: Awig-awig (peraturan subak dan desa)

3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, seperti hasil penelitian para pakar hukum.

3. Rangkuman

Dengan mempelajari hukum adat kita akan dapat memahami budaya hukum Indonesia, kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Mengetahui hukum adat mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana yang mendekati keseragaman dan dapat diperlakukan sebagai hukum nasional.
F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Apakah bedanya adat dengan hukum adat?
2. Sebutkan bedanya adat dengan hukum adat?

3. Adat mana yang anda kenal dan hukum adat apa yang anda ketahui?
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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